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ABSTRACT 

 

 

Muh Agung Prabowo, (2016) Study of the Increase of Non-Taxable Income to 

the Revenue of Income Tax Section 21 on KPP Pratama Sukoaharjo. 

 

Income Tax Section 21, is one of biggest contribution in Indonesian 

Taxations. The revenue from Income Tax section 21  depends on such as Non-

Taxable income. This research aim is to know how big is the influence about increase 

of Non-Taxable income to the revenue of Tax Section 21 in KPP Pratama Sukoharjo 

in 2015. 

The research is conducted using primary and secondary data obtained from 

KPP Pratama Sukoharjo between 2014 and 2015. Data processed using mathematical 

calculations and then analyzed using qualitative approaches that are descriptive. 

From the result of this research, conclude that the raise of Non-Taxable 

income unsignificantly impact to  the Revenue ofIncome Tax Secion 21 in 2015 in 

KPP Pratama Sukoharjo. This kind of taxes has growth in 2015 although it didn’t 

reach the target. The authors oppinion that unwillingness of Tax Payer to make 

corrections of Monthly Report Letter of Income Tax section 21 is one of causes 

unsignificantly impact the raise of Non-Taxable Income. It is needed to increase 

workshop on taxes to educate tax payers in order to make them understand about the 

rules of taxation. 

 

Key Word: Income Tax Section 21, Non-Taxable Income, Workshop on taxes. 
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ABSTRAKSI 

 

 
Muh Agung Prabowo, (2016) Tinjauan Atas Kenaikan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP 

Pratama  Sukoharjo. 

 

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu penyumbang 

terbesar dalam sektor perpajakan di Indonesia. Penerimaan dari  PPh Pasal 21 ini 

diantaranya dipengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo di tahun 

2015. 

Penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder yang di dapat 

dari KPP Pratama Sukoharjo antara tahun 2014 dan 2015. Data kemudian diolah secara 

matematis dan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif.  

Dari hasil penilitian menyimpulkan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) tidak berdampak signifikan terhadap Penerimaan PPh  Pasal 21 di tahun 

2015 di KPP Pratama Sukoharjo. Jenis pajak ini tetap mengalami pertumbuhan di tahun 

2015, walaupun tidak mencapai target. Peneliti berpendapat bahwa Keengganan Wajib 

Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPH Pasal 21 menjadi salah satu penyebab tidak 

signifikannya pengaruh kenaikan PTKP. Kegiatan sosialisasi perlu lebih ditingkatkan 

demi menambah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang aturan perpajakan. 

 

 

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PTKP, pembetulan, Sosialisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan 

yang penting. Padabanyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos 

penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia pajak 

menyumbangkan pendapatan negara lebih dari 70%. 

Penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam 

APBN. Undang-undang APBN mengamanatkan agar prioritas sasaran 

pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya dapat tercapai, salah satu hal 

yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan. 

Penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun 

pendapatan negara. Sehingga wajar apabila terdapat kenaikan target penerimaan 

negara dari pajak seiring dengan kebutuhan belanja negara untuk pembangunan 

yang semakin meningkat. 

Penerimaan negara yang besar sudah tentu akan menjadikan pemerintah 

dapat menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahannya secara lebih leluasa. 
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Dengan begitu pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan 

untuk kesejahteraan rakyat akan semakin mudah direalisasikan. 

Dalam penetapan APBN 2016, pemerintah bersama DPR telah 

menyepakati besarnya belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sementara itu 

jumlah pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Ini artinya, porsi 

belanja negara tahun depan sebesar 86,9% akan didanai oleh pendapatan negara 

dan sisanya sebesar 13,1% (Rp 273,2 triliun) berasal dari pembiayaan anggaran. 

Untuk diketahui, pembiayaan anggaran terutama bersumber dari penerbitan surat 

berharga negara (SBN). 

Dari jumlah pendapatan negara yang direncakanan sebesar Rp 1.822,5 

triliun, sebesar Rp 1.360,1 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. 

Sedangkan sebesar Rp 186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan 

cukai. Penerimaan lainnya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 2 triliun. 

Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi 

penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila 

digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak 

dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh 

pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan 

sangat dominan dalam postur APBN kita. 
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Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat 

Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh), pajak penghasilan merupakan 

penyumbang pajak tertinggi diantara pajak lainnya. Menurut Suandy (2011:36) 

Pajak penghasilan merupakan  pajak yang tergolong dalam Pajak Langsung.  

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Sedangkan 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat 

dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik 

masapajak maupun tahun pajak. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 

tahun 1983. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak 

baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, yang bersifat final maupun tidak 

final yang dibayarkan ke kas negara. 

Salah satu pajak untuk orang pribadi yaitu Pajak Penghasilan   Pasal 21 

atau disingkat PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pandiangan 

(2010:1) merupakan pajak yang dibayar oleh seseorang yang bekerja, 

memberikan jasa, ataupun melaksanakan kegiatan dimana atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan, dan 

dipotong PPh Pasal 21. Dalam pemungutannya, PPh 21 diatur dalam peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut berisi 

mengenai ketentuan-ketentuan mengenai subjek, objek, dan tata cara perhitungan 

serta pelaporan PPh Pasal 21. 
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Salah satu komponen penting dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan salah satu komponen 

pengurang terhadap Penghasilan bruto sehingga didapatlah Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) sebagai dasar penghitungan pajak terhutang. PTKP telah beberapa 

kali mengalami kenaikan, terakhir Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan 

penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan keluarnya 

PMK  Nomor 122/PMK.010/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penyesuaian 

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari sebelumnya sebesar Rp24,3 

juta menjadi sebesar Rp36 juta setahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi yang 

mulai berlaku surut sejak 1 Januari 2015. 

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun 

ini. Pertama,untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam 

beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga  kebutuhan pokok yang cukup 

signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan 

penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi 

penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi 

perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya 

terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak 

perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia. 

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan 

pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan 
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pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang 

pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh 

apabila tidak dilakukan penyesuaian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui penerimaan 

PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo dengan menganalisis penerimaan PPh 

Pasal 21 KPP Pratama Sukoharjo tahun 2014 dan 2015  untuk  melihat bagaimana 

perkembangan penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo terutama 

karena adanya kenaikan PTKP di tahun 2015. Dengan demikian maka peneliti 

mengangkat judul penelitian yaitu mengenai “Tinjauan Atas Kenaikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak  (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo” 

I.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

I.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  uraian  masalah  yang  telah  

dikemukakan diatas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan  yaitu  

bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama 

Sukoharjo? Berapa besarnya peranan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan 

total di KPP Pratama Sukoharjo? Apa dampak dari kenaikan PTKP bagi 

penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo? 
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I.2.2. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti maka peneliti akan 

membahas mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP 

Pratama Sukoharjo, kemudian  data  yang digunakan adalah  data 

penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama 

Sukoharjotahun2014 dan tahun 2015.  

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang 

berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama 

Sukoharjo, sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. 

I.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

I.4.1. Praktis 

Bagi   Kantor   Pelayanan   Pajak   Pratama   Sukoharjo,   

penelitian   ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pihak 

KPP Pratama Sukoharjo mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi 

penerimaan PPh Pasal 21 sehingga diharapkan pihak KPP Pratama 

Sukoharjo dapat melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan serta 

meningkatkan penerimaan pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama 

Sukoharjo.Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat membantu 
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wajib pajak dalam memahami perubahan peraturan/reformasi pajak yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah dan tata cara pembayaran PPh Pasal 21. 

I.4.2. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi untuk 

bahan pembelajaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terutama sejak 

perubahan kenaikan PTKP  yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat 

dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat lebih 

baik lagi.  

I.5. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data yang akurat sebagai 

pelengkap dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh data 

dengan menggunakan beberapa metode, yaitu 

I.5.1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat langsung ke 

instansi perusahaan yang berhubungan guna untuk mendapatkan data 

primer yang dilakukan dengan cara: 

I.5.2. Metode Wawancara (Interview) 

Mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab 

dalam pihak- pihak yang berwenang mengenai masalah yang ada 
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hubungannya dengan masalah yang akan di teliti dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

I.5.3. Metode Pengamatan atau Peninjauan (Observation) 

Pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan maksud 

melengkapi data serta informasi yang di perlukan oleh penulis. Dari hasil 

pengumpulan data di atas maka akan di peroleh data yang di perlukan 

untuk penelitian ini yaitu data Kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berupa angka yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis perlukan seperti :         

1. Laporan  

2. Dasar atau kebijakan Instansi 

Data kualitatif adalah data-data yang tidak berbentuk angka dengan 

permasalahan yang penulis teliti seperti : 

1. Struktur organisasi (Organization Chart) 

2. Uraian tugas (Job Description) 

3. Sejarah singkat perusahaan (Firm Historica)  

4. Aktivitas perusahaan (Firm Activity) 

I.5.4. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini di maksudkan  untuk mendapat data sekunder yang akan 

mendukung penelitian. Data ini di pergunakan untuk memperoleh hasil yang 
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berguna di Instansi perusahaan. Teori-teori dan landasan bagi penganalisaan data 

primer serta untuk menunjang dan memperkuat dugaan dalam pembahasan 

masalah. 

I.6. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis  membahas tentang 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian, yang terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, Rumusan masalah dan 

batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian bagi Praktis maupun 

akademi, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab   ini   menjelaskan   beberapa   teori   yang   diperlukan   untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan. Teori-teori itu antara lain mengenai 

pengertian pajak, pajak penghasilan, PTKP dan  PPh Pasal 21. 

BAB III GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN 

Pada   bab   ini   dijelaskan   mengenai   gambaran   umum   

tempatpenelitian/subjek penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Bab ini terdiri 

gambaran umum mengenai KPP Pratama Sukoharjo meliputi: sejarah, wilayah 
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kerja, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing divisi pada KPP 

Pratama Sukoharjo. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan analisis data yang didapat 

dari KPP Pratama Sukoharjo serta data pendukung lainya. Analisis yang 

dilakukan adalah analisis penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo 

tahun 2014dan tahun 2015. Pada bab ini juga  dijelaskan  mengenai  perbandingan 

PTKP antara tahun 2014 dan 2015 serta dampak yang ditimbulkan terhadap 

penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2015 di KPP Pratama Sukoharjo. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran–saran 

yang dikemukakan peneliti berkaitan dengan hasil dan analisis yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab 4, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama 

Sukoharjo terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Penerimaan PPh 

Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo juga mengalami peningkatan di tahun 2015 

bila dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, untuk realisasi penerimaan PPh 

Pasal 21 2015 menurun drastis terhadap rencana penerimaan yang sudah 

ditetapkan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan tidak tercapainya 

rencana/target penerimaan tersebut adalah kenaikan rencana penerimaan yang 

melonjak tinggi sebesar 34,54%. Hal ini terjadi karena dampak dari meningkatnya 

porsi Pajak dalam struktur APBN tahun 2015. 

Berkaitan dengan perubahan kenaikan PTKP yang berlaku sejak tahun 

2015, peneliti berpendapat bahwa kenaikan tersebut tidak terlalu berdampak 

cukup signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 karena berdasarkan data 

penerimaan PPh 21 sampai bulan Desember 2015 realisasi penerimaan PPh 21 

meningkat 10,08% dari penerimaan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya 

karena keengganan wajib pajak untuk melakukan pembetulan terhadap SPT masa 

yang sudah dilaporkan pada masa Januari- Juni tahun pajak 2015, sehingga tidak 

terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan PPh Pasal 21. 
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Meskipun masih jauh dari yang ditargetkan, setidaknya penerimaan PPh Pasal 21 

pada KPP Pratama Sukoharjo pada tahun 2015 masih dalam batas wajar. 

  

V.2. Saran 

V.1.1. Bagi KPP Pratama Sukoharjo 

Bagi pihak KPP Pratama Sukoharjo peneliti menyarankan agar terus 

melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan untuk 

meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo agar target 

penerimaan PPh 21 dapat tercapai. 

Kegiatan ekstensifikasi bisa dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya 

adalah sosialisasi yang berkesinambungan mengenai PPh Pasal 21 baik mengenai 

fungsi dan peranan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak secara nasional, tata 

cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan yang benar dan tepat waktu. 

Selain itu juga perlu di sosialisasikan juga peraturan-peraturan yang terbaru 

mengenai Pajak secara keseluruhan, agar kualitas pelaporan dan hasil akhir berupa 

penerimaan yang optimal. Selain itu penjaringan Wajib Pajak baru juga harus 

dilakukan secara optimal, melalui penyisiran-penyisiran di daerah-daerah industri 

yang banyak menyerap tenaga kerja yang banyak yang belum melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

Kegiatan intensifikasi bisa dilakukan diantaranya dengan memperkuat 

pengawasan terhadap Wajib Pajak, terutama terhadap pemberi kerja ataupun 

usahawan yang melakukan pekerjaan bebas baik dari segi pembayaran maupun 

pelaporannya. Dengan kualitas pengawasan yang baik maka diharapkan 
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kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan lebih 

optimal demi tercapainya target/ rencana penerimaan yang telah ditetapkan. 

Penerapan law enforcement (penegakan hukum) juga harus dioptimalkan guna 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar terciptanya rasa keadilan dalam bidang 

perpajakan di dalam masyarakat. 

 

V.1.2. Bagi Wajib Pajak 

Bagi pemotong pajak PPh Pasal 21 disarankan untuk menghitung dan 

membayar PPh 21 secara benar, serta pelaporan yang tepat waktu sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku, agar selain untuk menghindari sanksi juga akan 

berdampak pada peningkatan penerimaan PPh Pasal 21. Agar supaya wajib pajak 

juga selaulu memperbaharui pengetahuan mereka tentang perpajakan, peraturan-

peraturan terbaru dan aplikasi-aplikasi terbaru sehingga keakuratan data dan 

kebenaran data yang disampaikan / dilaporkan melalui SPT dapat dipertanggung 

jawabkan. 
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